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Abstract: Physical abuse is an act causing pain and injury to one’s body. Today, there is a 
customary criminal law regulating the sanctions for the perpetrators of physical abuse, 
namely in Kampung Taman  Firdaus. However, the customary sanctions are significantly 
different from the penalties stipulated in Islamic law and positive law. The differences in the 
type and the rate of sanctions will have consequences on the purpose of a law formation. 
Therefore, this study examined the regulations of criminal sanctions for the perpetrators 
of physical abuse in Kampung Taman Firdaus. The results of this study concluded that the 
customary sanctions of physical abuse in Kampung Taman Firdaus were the fine of one 
goat for head injuries with blood flowing, and the penalty of one chicken for head injuries 
without blood flowing. On the other hand, for the physical abuse other than on the head 
and face, the customary sanction is only to pay medical expenses until the victim is healed,  
and this sanction is not in line with Islamic criminal law.
Keywords: Customary Sanctions, physical violence, and Islamic Criminal Law

Abstrak: Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang  mengakibatkan rasa sakit dan 
terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat  yang 
mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman  Firdaus. Namun 
pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang 
diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta 
bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh 
karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku 
kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum 
Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman 
Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi 
gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman 
Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data 
lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan 
fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan 
denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga 
sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. 
karena Dalam  hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (Ad-Dᾱmiyah), 
dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir  (Ad-Dᾱmi’ah), sanksinya ialah 
hukumah, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan 
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kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya 
membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak 
sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik 
dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka jᾱ’ifah, dan luka non 
jᾱ’ifah. luka jᾱ’ifah sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non jᾱ’ifah sanksinya 
ialah hukumah.
Kata kunci : Sanksi Adat Bagi Pelaku kekerasan fisik, dan Hukum  Pidana Islam.

Pendahuluan
Menurut hukum pidana Islam pengertian penganiayaan sesuai dengan istilah jinᾱyah ‘alᾱ 
mᾱ dῡna al-nafs atau tindak pidana atas selain jiwa. Pendapat Abdul Qadir Audah dan 
Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian 
jinᾱyah ‘alᾱ mᾱ dῡna al-nafs atau tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir 
Audah adalah  setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi 
tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan 
oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan 
hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun 
pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.1

Sehingga dalam hukum pidana Islam tindak pidana kekerasan fisik atau jinᾱyah ‘alᾱ 
mᾱ dῡna al-nafs termasuk dalam Jarimah qishash dan diyat. Qishash diartikan  dengan 
menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana 
yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh  dibalas dengan 
anggota tubuh.2 Dengan demikian pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi sama 
persis  dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya adalah sebagai 
berikut:
Artinya:“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)  bahwasanya 

jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa 
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Berdasarkan ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang 
lain harus dibalas sesuai dengan apa yang  dikerjakannya. Apabila membunuh maka 
harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan melukai dan pada setiap 
pelukaan akibat kekerasan itu mempunyai qishah-nya tersendiri.  
Penganiayaan atau kekerasan fisik kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota 
maupun kampung. Apabila  hal itu terjadi di daerah Gayo maka kasus tersebut sering 
ditangani oleh perangkat kampung yaitu sarak opat.3 Sarak opat terdiri dari empat unsur 
1	 Ahmad Wardi Mukhlis, Hukum Pidana Islam (Sinar Grafika 2005), hlm. 179.
2	 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Sinar Grafika Offset 2014), hlm. 4.
3	 Lebih jauh tentang kondisi sosial masyarakat Gayo, sila rujuk kajian John R Bowen, ‘The Transformation 

of an Indonesian Property System: Adat , Islam, and Social Change in the Gayo Highlands’ (1988) 
15 American Ethnologist 274 <http://doi.wiley.com/10.1525/ae.1988.15.2.02a00050>; Lihat juga 
Ahyar Ari Gayo and Nevey Varida Ariani, ‘Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan 
Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No.35/Puu-X/2012’ [2016] Jurnal Penelitian Hukum 
De Jure; Sihar Pandapotan, ‘Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkio 
Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah’ [2017] JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU 
SOSIAL; ‘Restoratif Justice Dalam Wawasan Pemidanaan Menurut Adat Gayo’ [2010] Kanun: Jurnal 
Ilmu Hukum; Yowa Lauta and others, ‘Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo 
Di Kabupaten Bener Meriah’ [2016] USU Law Journal; Nfn Marhamah, ‘Representation of Islamic 
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yaitu Reje (kepala Desa), Petue (orang yang tua atau dituakan didalam Kampung), Imem, 
dan Rakyat. Karena hukum pidana adat adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang 
mengganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat 
maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan 
hukuman denda atau dengan upacara adat dengan begitu keseimbangan  dapat terwujud 
kembali.4

Dewasa ini terdapat sebuah Hukum pidana Adat  yang mengatur tentang sanksi bagi 
pelaku kekerasan fisik, yaitu pada hukum Adat Kampung Taman  Firdaus. Adapun Hukum 
Adat Kampung Taman Firdaus yang   mengatur tentang  sanksi bagi pelaku kekerasan fisik 
yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang  mengakibatkan rasa sakit dan terluka 
pada tubuh seseorang. Sanksi (Hukuman) yang terapkan kepada pelaku tindak 
pidana kekerasan. (Luke bersalin ugah berpenumpu rayoh berpenirin Luka diobati 
sampai sembuh yang berdarah diganti dengan kenduri secara ada menurut  banyak 
sedikitnya mengeluarkan darah, yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing 
sampai yang terkecil satu ekor ayam. Bila terjadi berulang kali maka diterapkan 
tindakan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Dengan membayar 
ongkos perkara Rp. 1.500 000,-.5

Dengan demikian sanksi  bagi pelaku kekerasan fisik yaitu berupa yang terbesar ditebus 
dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Jadi  penulis ingin 
mengkaji masalah terkait sanksi adat bagi pelakukekerasan fisik yang ada di Kampung 
Taman Firdaus tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaan telah ada diatur 
dalam hukum positif dan dalam hukum pidana Islam tetapi tidak diterapkan di kampung 
tersebut serta terdapat perbedaan yang begitu besar terhadap hukuman atau sanksi yang 
diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta 
bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  Sanksi Adat Bagi Pelaku 
Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung 
Taman Firdaus, Kecaman Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).

Landasan Teori
Konsep Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam
Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam atau yang disebut dengan  
Jinᾱyah ‘alᾱ mᾱ dῡna al-nafs adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan 
seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah dan Wahbah 
Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian tindak 
pidana  penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah  setiap perbuatan menyakiti 
orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan 
sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana 
penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa 
pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa 
dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.6

Communication Ethics in Etnis Gayo Cultural Culture in Aceh Central District (Representasi Etika 
Komunikasi Islam Dalam Budaya Tutur Etnis Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah)’ (2018) 3 Journal 
Pekommas 79 <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2030108>.

4	 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia (Bandar 
Publishing 2017), hlm. 147.

5	 Ibid, hlm. 6.
6	 Mukhlis (n 1), hlm. 179.
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Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam
Perbuatan menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa 
besar yang telah dilarang Allah SWT. Adapun larangan Allah SWT tentang penganiayaan 
dalam Al-Qur’an surah Al-A’raaf ayat 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:
Artinya:“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia 
tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 
mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al A’raaf: 33)”

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. (QS. An Nahl: 90)

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana 
yaitu sebagai berikut:

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ رَسُولُ  بيَِّعِ أمَُّ حَارِثةََ جَرَحَتْ إِنْسَاناً فاَخْتصََمُوا إِلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ عَنْ أنَسٍَ أنََّ أخُْتَ الرُّ
ِ لَ يقُْتصَُّ  ِ أيَقُْتصَُّ مِنْ فلَُنةََ وَاللَّ بِيعِ ياَ رَسُولَ اللَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فقَاَلتَْ أمُُّ الرَّ ِ صَلَّى اللَّ اللَّ
ِ لَ يقُْتصَُّ  ِ قاَلتَْ لَ وَاللَّ بِيعِ الْقِصَاصُ كِتاَبُ اللَّ ياَ أمَُّ الرَّ  ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّ مِنْهَا فقَاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ
ِ مَنْ لوَْ أقَْسَمَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِباَدِ اللَّ ِ صَلَّى اللَّ يةََ فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ مِنْهَا أبَدًَا قاَلَ فمََا زَالتَْ حَتَّى قبَِلوُا الدِّ

ه7ُ ِ لَبَرََّ عَلىَ اللَّ
Artinya:“Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi’, ibunya Haritsah, pernah melukai 

seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah 
SAW. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasulultah bersabda, 
“Laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!” Tetapi, Ummu 
Rubayyi’ merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, “Ya Rasulullah, 
apakah perlu dijatuhkan hukuman qishash terhadap fulanah? Demi Allah, jangan 
engkau jatuhkan hukuman qishash kepadanya!” Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi’, bukankah hukum qishash itu sudah 
merupakan suatu ketentuan dari Allah?” Ummu Rubayyi” menjawab, “Demi Allah 
ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman qishash untuk selama-lamanya!” 
Sementara itu Ummu Rubayyi’ terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau 
menerima diyat. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara 
hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan 
berbuat baik kepada-Nya.” {Muslim: 5/105-106}.

Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam
Sanksi tindak pidana (jarimah) penganiayaan dalam hukum pidana Islam tetap berlaku 
hukum qishash, dengan sanksi-sanksi yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, 
cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi.8

1.	 sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota 
tubuh (al-athraaf).

Pemotongan anggota tubuh (al-athraaf)  menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan 
7	 Muh. Sjarief Sukandi, Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits (Al-Ma’arif 1986), hlm. 

435.
8	 Lebih lanjut tentang perkara penjatuhan pidana bersyarat lihat, Adia Nugraha, ‘Penjatuhan Pidana 

Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan’ (2017) 10 FIAT JUSTISIA <http://jurnal.
fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/743>.
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kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh (al-
athraaf) adalah qishash sebagai hukuman pokok, dan diyat  sebagai hukuman cadangan 
(pengganti) apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab.

2.	 Sanksi  untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi 
anggota tubuh (Idzhabma’aal-athraf).

Seseorang dijatuhi hukuman ketika Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa 
menghilangkan fungsi/manfaat anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ 
tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran 
telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk 
berbicara dan lain sebagainya. Sanksi  untuk tindak pidana penganiayaan (Idzhabma’aal-
athraf) adalah qishash (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman qishash bisa 
diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman qishash tidak bisa untuk 
dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat atau irsy yang telah ditentukan oleh syara’”. 9

3.	 Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan syajjaj (pelukaan pada bagian kepala dan 
wajah) secara sengaja.

syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan 
dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana penganiayaan syajaj ini 
kepada 11 (sebelas) jenis yaitu: 1). Al-Khᾱrisah, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak 
menimbulkan pendarahan, 2). Ad-Dᾱmi’ah yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, 
tetapi tidak sampai mengalir seperti darah, 3). Ad-Dᾱmiyah yaitu luka yang megalirkan 
darah, 4). Al-Bᾱdi’ah yaitu luka yang memotong daging, 5). Al-Mutalᾱhimah, yaitu luka 
yang menghilangkan daging, 6). As-samhᾱq, yaitu luka yang memotong daging dan 
menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, 7). Al-Mudihah, yaitu luka yang 
memotong kulit yang melindungi tulang  dan menampakkan tulang walaupun hanya 
seujung jarum, 8). Al-Hᾱsyimah, yaitu luka yang memecahkan tulang, 9). Al-Munqilah, yaitu 
luka dengan pindahnya tulang setelah pecah, 10). Al-ᾱmah, yaitu luka yang menembus 
tulang (tempurung) kepala,  yaitu lapisan dibawah tulang dan  di atas otak, 11). Ad-
Dᾱmigah, yaitu luka yang menembus lapisan (dibawah tulang) sampai ke otak. 
Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan syajjaj  sebagian ada yang dikenakan qishash, 
dan sebagian lagi ada yang dikenakan diyat. Hukuman qishash dari sebelas jenis syajjaj 
yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah  hanya satu jenis yang disepakati oleh fuqaha 
untuk dikenakan hukuman qishash, yaitu mudhihah. Sedangkan jenis-jenis syajjaj di atas 
mudhihah para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuman qishash, karena sangat sulit 
untuk dilakukan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis syajjaj di bawah  
mudhihah, para fuqaha berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman qishash atas 
jenis-jenis syajjaj tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis syajjaj 
sebelum mudhihah berlaku hukuman qishash, karena  hal itu masih mungkin untuk 
dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al-Hasan tidak ada 
qishash kecuali  pada mudhihah dan samhᾱq, itupun kalau memungkinkan.10

4.	 Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan al-Jirah (pelukaan terhadap selain wajah 
dan kepala) secara sengaja

Al-Jirah adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka al-Jirah ada 
dua macam, yaitu luka jᾱ’ifah dan luka non jᾱ’ifah. Luka jᾱ’ifah adalah, luka yang tembus 
sampai ke bagian dalam dari rongga dada ,  rongga perut, punggung, atau sampai pada 
bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur, dan tenggorokan.  Luka jᾱ’ifah tidak bisa 

9	 Ibid., hlm. 680.
10	 Alie Yafie Dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Kharisma Ilmu), hlm. 21&44.
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terjadi pada tangan, kaki, atau leher, karena tidak ada rongga yang bisa sampai kedalamnya. 
Luka non jᾱ’ifah adalah, luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga  tubuh, seperti 
luka pada leher, tangan atau kaki.
Hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan  al-Jirah yaitu hukuman qishash. 
Apabila qishash tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana  penganiayaan al-Jirah 
dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembalasan dengan pelukaan yang 
sama dengan pelukaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka yang wajib 
adalah irsy  dan ‘adl. al-Jirah ada kalanya dalam bentuk luka jᾱ’ifah dan ada kalanya dalam 
bentuk luka non jᾱ’ifah. Untuk luka jᾱ’ifah, irsinya adalah sepertiga diyat, berdasarkan 
hadist Amr Ibnu Haszm, “ pada luka jᾱ’ifah terdapat sepertiga diyat.” Sedangkan untuk 
luka non jᾱ’ifah, di dalamnya terdapat hukuman ‘adl (kompensasi harta yang besarannya 
ditentukan oleh hakim).11

5.	 Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah 
satu dari empat jenis penganiayaan di atas.

Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggota tubuh 
al-Athraf,  tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (Idzhabma’aal-athraf), tidak 
menimbulkan syajjaj,  dan tidak pula mengakibatkan al-Jirah,  maka menurut pendapat 
kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishash. Adapun tindak 
pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau  
tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan 
penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan 
hukuman qishash apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana 
penganiayaan seperti ini menurut  pendapat  jumhur fuqaha ialah ganti rugi yang tidak 
tertentu atau hukumah,  yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat 
hakim.12

Metode penelitian
Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal. 
Non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan 
teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya hukum di 
dalam masyarakat.13 Melalui metode  non doktrinal ini, penulis memberi gambaran serta 
menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat bagi pelaku kekerasan 
fisik di Kampung Taman Firdaus, Kemukiman Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, 
Kabupaten Bener Meriah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Gambaran Umum Geografis dan Sosiologis Masyarakat Kampung Taman Firdaus
Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan kecamatan baru dan termasuk di dalam wilayah 
Kabupaten Bener Meriah yang resmi dan dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pada 
tanggal 09 Maret 2002 yang dipimpin oleh Camat Sahrial Apri, SH. Saat ini kecamatan  Pintu 
Rime Gayo terdiri dari 23 kampung dan memiliki 2 wilayah kemukiman yaitu Kemukiman 
Tugu RRI dan Kemukiman Datu Derakal. Kampung Taman Firdaus merupakan salah satu 
kampung yang terdapat di Mukim Datu Derakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo.14

Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat 

11	 Wahbah Al-Zuḥailī, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh (Dār al-Fikr 1985), hlm. 687.
12	 Mukhlis (n 1), hlm. 217.
13	 ‘Metode Penelitian Ilmu Hukum’ <04 Agustus 2018.> accessed 4 August 2018.
14	 ‘Profil Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.’
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SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)

Kampung Taman Firdaus
Sanksi adat yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik di Kampung Taman 
Firdaus yaitu berupa denda satu ekor kambing dibebankan kepada pelaku kekerasan 
fisik yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darahnya keluar 
secara mengalir, serta pelaku juga diharuskan membayar semua biaya pengobatan yang 
dialami korban. Denda satu ekor ayam dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik yang 
menyebabkan luka di bagian kepala dan wajah dengan darahnya keluar secara menetes 
(tidak mengalir), serta pelaku juga dibebankan untuk membayar semua biaya pengobatan 
yang dialami korban.  kekerasan fisik yang terjadi pada selain kepala dan wajah baik 
kekerasan fisik yang menyebabkan luka yang mengeluarkan darah maupun luka yang 
tidak mengeluarkan darah serta hanya menyebabkan rasa sakit lainnya, maka sanksi yang 
dibebabkan kepada pelaku hanya membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku 
Kekerasan Fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus
Sanksi adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan 
fisik yang terjadi di bagian kepala dengan dua jenis luka yaitu luka di kepala yaitu luka 
yang mengalir darahnya dan luka yang tidak mengalir darahnya (darahnya menetes), 
ialah sesuai dengan hukum pidana Islam Karena dalam  hukum Islam luka di kepala yang 
menyebabkan darahnya keluar mengalir disebut dengan Ad-Dᾱmiyah, dan luka di kepala 
yang darahnya keluar tidak mengalir disebut Ad-Dᾱmi’ah, dan sanksinya ialah hukumah, 
yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan sanksi 
adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan 
wajah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam apabila pelukaan itu tergolong kepada luka 
jᾱ’ifah, sedangkan untuk pelukaan yang tergolong kepada luka non jᾱ’ifah masih dapat 
dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena hukumannya yaitu hukumah (kompensasi 
harta yang besarnya ditentukan oleh hakim) tetapi pada Adat Kampung Taman Firdaus 
tidak ada pembagian mengenai kekerasan fisik jᾱ’ifah maupun non jᾱ’ifah.
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